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PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PENYEWA ATAS PERJANJIAN 

SEWA MENYEWA ATAS BANGUNAN DI ATAS TANAH HAK 

MILIK PIHAK KETIGA (STUDI PERJANJIAN 

SEWA MENYEWA ATAS HASAKA 

VILLA CANGGU) 

 

Harum Ariyanti 

Abstrak 

Pelaksanaan leasing dalam praktiknya di Bali adalah leasing yang dilakukan di atas 

tanah milik pihak ketiga. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau 

tidaknya PT. Marelti Karya Indonesia mengadakan perjanjian sewa tanah dan 

bangunan Hasaka Villa Canggu yang terletak di atas tanah milik Ni Luh Kordi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa Hasaka Villa Canggu berhak mengadakan 

perjanjian sewa bangunan vila yang terletak di atas tanah milik pribadi yang berada di 

bawah penguasaan Ni Luh Kordi kepada pihak ketiga apabila telah mendapat 

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Ni Luh Kordi. yang isinya bahwa Ni Luh Kordi 

setuju untuk memberikan persetujuan kepada Hasana Villa Cangu untuk dapat 

membangun bangunan berupa vila dan dikemudian hari menyewakan bangunan vila 

tersebut kepada pihak ketiga untuk jangka waktu tertentu yang tidak lebih dari jangka 

waktu sewa tanah. perjanjian sewa yang dibuat antara PT. Marelti Karya Indonesia 

sebagai pihak yang menyewakan Hasaka Villa Canggu yang belum dibangun adalah 

sah menurut undang-undang karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini dapat terjadi apabila telah 

diperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Ni Luh Kordi yang berisi bahwa Ni 

Luh Kordi setuju untuk memberikan persetujuan kepada Hasana Villa Cangu untuk 

dapat membangun bangunan berupa vila dan di kemudian hari menyewakan bangunan 

vila tersebut kepada pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu yang tidak lebih lama 

dari jangka waktu sewa tanah dari Hasana Villa Cangu kepada Ni Luh Kordi. 

Perlindungan hukum dapat diberikan kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat 

wanprestasi perjanjian sewa tanah dan bangunan. Pihak yang dirugikan karena 

wanprestasi dapat meminta uang sebesar nominal kerugian yang ditimbulkan karena 

wanprestasi. Perlindungan hukum selanjutnya dapat dilakukan apabila ternyata 

Hasana Villa Cangu belum mendapat persetujuan tertulis dari pemilik tanah untuk 

dapat menyewakan kembali Hasana Villa Cangu, maka perbuatan yang dilakukan oleh 

Hasana Villa Cangu tergolong perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, akad yang 

dibuat antara Hasana Villa Cangu dengan pihak penyewa tidak memenuhi syarat 

sahnya akad secara objektif, yaitu berupa sebab yang halal. Oleh karena itu, perjanjian 

tersebut mempunyai akibat hukum yaitu berupa batal demi hukum, oleh karena itu 

pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak lawan sesuai dengan 

nominal kerugian atas perjanjian yang batal sebagaimana telah dijelaskan di atas. 

 

Kata Kunci: Perjanjian Sewa Bangunan di Atas Tanah Milik Pihak Ketiga. 



 

 

LEGAL PROTECTION FOR TENANTS IN LEASE AGREEMENTS FOR 

BUILDINGS ON RIGHTS LAND THIRD PARTY PROPERTY 

(AGREEMENT STUDY RENT RENT TO HASAKA 

CANGGU VILLA) 

 

Harum Ariyanti 

 

Abstract 

 

The implementation of leasing in practice in Bali is leasing which is carried out on land 

owned by third parties. The problems in this study are related to whether or not PT. 

Marelti Karya Indonesia entered into a lease agreement for the land and building of 

Hasaka Villa Canggu which is located on land owned by Ni Luh Kordi. The results of 

this study indicate that Hasaka Villa Canggu has the right to enter into a rental 

agreement for a villa building located on private land that is under the control of Ni 

Luh Kordi to a third party if prior written approval has been obtained from Ni Luh 

Kordi. which contains that Ni Luh Kordi agrees to give approval to Hasana Villa Cangu 

to be able to build a building in the form of a villa and in the future lease the villa 

building to a third party for a certain period of time which is no longer than the lease 

term of the land. lease agreement made between PT. Marelti Karya Indonesia as the 

party that leases the Hasaka Villa Canggu which has not yet been built is legal 

according to the law because it has fulfilled the legal terms of the agreement as 

stipulated in Article 1320 of the Civil Code. This can happen if prior written approval 

has been obtained from Ni Luh Kordi which contains that Ni Luh Kordi agrees to give 

approval to Hasana Villa Cangu to be able to build a building in the form of a villa and 

in the future lease the villa building to a third party in certain period of time which is no 

longer than the term of land lease from Hasana Villa Cangu to Ni Luh Kordi. Legal 

protection can be given to parties who are disadvantaged as a result of defaults on lease 

agreements on land and buildings. Parties who are harmed by default can ask for 

money in the nominal amount of the loss caused by default. The next legal protection 

can be carried out if it turns out that Hasana Villa Cangu has not received written 

approval from the land owner to be able to lease back Hasana Villa Cangu, then the act 

committed by Hasana Villa Cangu is classified as an illegal act. Therefore, the agreement 

made between Hasana Villa Cangu and the lessee does not fulfill the objective legal 

requirements of the agreement, namely in the form of a halal cause. Therefore, the 

agreement has legal consequences, namely in the form of null and void, therefore the 

injured party can ask for compensation from the opposing party in accordance with the 

nominal loss for the void agreement as explained above. 

 

Keywords : Lease Agreements for Buildings on Land with Third Party Ownership. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 
Manusia dalam kehidupannya yang semakin dinamis, pergerakan dari 

manusia itu sendiri juga semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman 

dan perkembangan kehidupan sosial yang ada dan tidak jarang untuk 

memenuhi kebutuhan manusia yang pergerakannya selalu bergerak dinamis, 

diperlukan suatu tempat tinggal dalam bentuk bangunan. Bangunan pada 

dasarnya merupakan salah satu aset yang penting dan bernilai ekonomis dalam 

kehidupan keluarga dan masyarakat dan tidak jarang terdapat orang yang 

berusaha memanfaatkan peluang usaha dari sebuah bangunan yang dimilikinya 

untuk dijadikan sebuah usaha. Salah satu wujud usaha yang dapat dilakukan 

dari sebuah bangunan adalah usaha sewa menyewa bangunan yang pada 

umumnya diperuntukan bagi seseorang yang berasal dari suatu wilayah yang 

tidak memiliki rumah atau tempat dan untuk dihuni dalam suatu jangka waktu 

yang di tentukan. Salah satu usaha sewa menyewa sebuah bangunan yaitu 

Hasaka Villa Canggu yang terletak di Tumbak Bayuh, provinsi Bali, Indonesia. 

Hasaka Villa Canggu memiliki luas tanah 2.750 m2 (dua ribu tujuh ratus 

lima puluh meter persegi), dan luas bangunan 1.300 m2 (seribu tiga ratus meter 

persegi). Hasaka Villa Canggu terletak sejauh 5,5 km (lima koma lima kilo 

meter) dari Pantai Batu Bolong, 9,0 km (sembilan kilo meter) dari Tanah Lot, 

5,7 km (lima koma tujuh kilo meter) dari Pantai Seseh, 7,0 km (tujuh kilo 

meter) dari Pantai Berawa, 6,5 km (enam koma lima kilo meter) dari Starbucks 
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Canggu, 4,0 km (empat kilo meter) dari Siloam Medical Canggu, 2,0 km (dua 

kilo meter) dari Surya Gym Fitness Center, dan 2,0 km (dua kilo meter) dari 

Pepito Market. Namun fakta hukum menunjukkan bahwa, perjanjian sewa atas 

Hasaka Villa Canggu diabuat antara PT. Marelti Karya Indonesia selaku pihak 

yang menyewakan dengan pihak penyewa, akan tetapi berdasarkan sertifikat 

hak milik nomor : 1007 yang terletak di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, 

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat II Bali berdada 

pada penguasaan dari Ni Luh Kordi, yang perolehannya didasarkan jual beli 

sebagaimana tertuang dalam perjanjian jual beli nomor : 146/2001, tanggal 16 

(enam belas) bulan 4 (April) tahun 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh 

tujuh), dibuat dihadapan I Wayan Darma Winata, Sarjana Hukum, selaku 

pejabat pembuat akta tanah Kabupaten Badung. Selain itu, Hasaka Villa 

Canggu berdasarkan site plan yang telah dibuat diketahui akan terdiri dari 12 

(dua belas) unit villa yang penguasaannya secara bersama-sama berdasarkan 

sertifikat hak milik nomor : 1007 yang terletak di Desa Buduk, Kecamatan 

Mengwi, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat II 

Bali atas nama Ni Luh Kordi sebagaimana telah Penulis uraikan sebelumnya. 

Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan 

Kautsar Bilqisti selaku contact person dari Hasaka Villa Canggu diketahui 

bahwa Hasaka Villa Canggu sebagai objek perjanjian masih belum berdiri dan 

pembangunannya akan dilakukan setelah uang muka dari 12 (dua belas unit) 

villa tersebut dibayarkan seluruhnya oleh masing-masing penyewa. Dengan 

demikian dapat dilihat terjadi ketidakjelasan aturan hukum terkait dengan di 

perbolehkan atau tidaknya membuat suatu perjanjian sewa menyewa atas suatu 
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bangunan yang terletak di atas tanah hak milik pihak lain, keabsahan perjanjian 

sewa terhadap objek bangunan yang masih belum dibangun, serta perlindungan 

hukum yang dapat diberikan kepada para pihak dalam perjanjian sewa yang 

dibuat atas suatu bangunan yang terletak di atas tanah hak milik pihak lainnya. 

B. Rumusan Masalah 

 
1. Apakah PT. Marelti Karya Indonesia diperbolehkan secara hukum untuk 

membuat suatu perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan atas Hasaka 

Villa Canggu yang terletak diatas tanah hak milik dari pihak Ni Luh Kordi? 

2. Apakah perjanjian sewa menyewa yang dibuat antara PT. Marelti Karya 

Indonesia selaku pihak yang menyewakan dengan penyewa atas Hasaka 

Villa Canggu yang masih belum dibangun adalah sah menurut hukum? 

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyewa jika perjanjian sewa 

yang dibuat atas Hasaka Villa Canggu tidak sesuai dengan aturan hukum? 

C. Batasan Masalah 

 
1. Hanya membahas terkait dengan boleh atau tidaknya PT. Marelti Karya 

Indonesia membuat perjanjian sewa menyewa atas tanah dan bangunanan 

Hasaka Villa Canggu yang terletak diatas tanah hak milik Ni Luh Kordi; 

2. Hanya membahasan terkait dengan sah atau tidaknya perjanjian sewa 

menyewa yang dibuat antara PT. Marelti Karya Indonesia selaku pihak 

menyewakan dengan penyewa atas bangunan Hasaka Villa Canggu; dan 

3. Hanya membahas terkait dengan perlindungan hukum yang terpat kepada 

pihak penyewa apabila perjanjian sewa yang dibuat atas Hasaka Villa 

Canggu tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. 
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D. Tujuan Penelitian 

 
1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan merumuskan boleh atau tidaknya 

PT. Marelti Karya Indonesia membuat perjanjian sewa menyewa atas 

Hasaka Villa Canggu yang terletak diatas tanah hak milik Ni Luh Kordi; 

2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan merumuskan sah atau tidaknya 

perjanjian sewa menyewa yang dibuat antara PT. Marelti Karya Indonesia 

selaku pihak menyewakan dengan penyewa atas Hasaka Villa Canggu; 

3. Untuk mengetahui, menganalisis, dan merumuskan perlindungan hukum 

kepada penyewa apabila perjanjian sewa yang dibuat atas Hasaka Villa 

Canggu tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. 

E. Manfaat Penelitian 

 
1. Manfaat Teoritis 

 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan 

dalam bidang hukum kenotariatan, khususnya terkait dengan boleh atau 

tidaknya PT. Marelti Karya Indonesia membuat perjanjian sewa menyewa 

atas Hasaka Villa Canggu yang terletak diatas tanah hak milik dari Ni Luh 

Kordi, sah atau tidaknya perjanjian sewa menyewa yang dibuat antara PT. 

Marelti Karya Indonesia selaku pihak yang menyewakan dengan penyewa 

atas Hasaka Villa Canggu, serta bentuk perlindungan hukum yang tepat 

kepada penyewa apabila perjanjian sewa yang dibuat atas Hasaka Villa 

Canggu tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku  di Indonesia. 
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2. Manfaat Praktis 

 
a. Manfaat bagi Notaris 

 
Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar maupun 

acuan bagi Notaris dalam membuat perjanjian sewa menyewa atas 

tanah dan bangunan khususnya terkait dengan boleh atau tidaknya 

perjanjian sewa dibuat oleh pihak penyewa yang bukan pemilik atas 

tanah tempat dimana bangunan tersebut didirikan, serta perjanjian 

sewa menyewa dibuat atas bangunan yang masih belum dibangun. 

b. Manfaat bagi Pengembang 

 
Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar maupun 

acuan bagi Pengembang dalam membuat perjanjian sewa menyewa 

atas tanah dan bangunan khususnya terkait dengan boleh atau tidaknya 

perjanjian sewa dibuat oleh pihak penyewa yang bukan pemilik atas 

tanah tempat dimana suatu bangunan tersebut didirikan. 

c. Manfaat bagi Penyewa 

 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyewa 

khususnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada penyewa 

apabila perjanjian sewa yang dibuat atas Hasaka Villa Canggu tidak 

sesuai dengan ketentuan hukum terkait perjanjian sewa menyewa. 
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F. Penelitian Terdahulu 

 
Penulis dalam sub-bab ini akan menjelaskan mengenai penelitian yang 

pernah dilakukan terdahulu yang memiliki persamaan topik pembahasan 

dengan penelitian ini, sehingga berdasarkan penelitian tersebut Penulis dapat 

menunjukkan persamaan maupun perbedaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Berikut ini akan Penulis 

jabarkan mengenai orisinalitas penelitian/penelitian terdahulu yang selain akan 

dipergunakan untuk menunjukkan perbedaan dan persamaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu, orisinalitas penelitian ini juga akan Penulis 

pergunakan sebagai suatu acuan untuk mengerjakan maupun menganalisis 

permasalahan dalam Penelitian ini. Orisinalitas penelitian dalam penelitian ini 

akan Penulis jabarkan secara lebih terperinci dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian 

 
 Penelitian 1 Penelitian 2 Perbandingan Catatan 

Nama Peneliti 

dan Lembaga 

Muhammad 

Soleh Aminullah 

Universitas 
Islam Negeri 

Sunan Kalijaga 

Harum Ariyanti 

Universitas Islam 
Malang 

  

Judul Pengalihan Hak Perlindungan Judul dari  
 Sewa Tanah Hukum Bagi penelitian 1 dan 
 Dalam Perspektif Pihak Penyewa penelitian 2 
 Fiqih Mu’amalah, Atas Perjanjian berbeda 
 Kuhperdata Sewa Menyewa  

 dan KHES Atas Bangunan  

 (Studi Kasus di di Atas Tanah  

 Desa Jatimulyo, Hak Milik  

 Kecamatan Kunir, Pihak Ketiga  

 Kabupaten (Studi Perjanjian  

 Lumajang) Sewa Menyewa  

  Atas Hasaka  

  Villa Canggu)  

Rumusan 1. Bagaimana tata 1. Apakah PT. Penelitian 1  

Masalah cara pengalihan Marelti Karya Empiris 
 hak sewa tanah Indonesia sedangkan 
 dalam perpektif diperbolehkan Penelitian 2 
 Fiqih Mu’amalah, secara hukum Normatif 
  untuk membuat  

  suatu perjanjian  
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 Kuhperdata 
dan KHES? 

2. Bagaimana 
pelaksanaan 

pengalihan hak 
sewa tanah di 

Desa Jatimulyo, 
Kecamatan 

Kunir, Kabupaten 
Lumajang? 

sewa menyewa 
tanah dan 

bangunan atas 
Hasaka Villa 
Canggu yang 
terletak diatas 

tanah hak milik 
dari pihak Ni 
Luh Kordi? 

2. Apakah 
perjanjian sewa 
menyewa yang 

dibuat antara PT. 
Marelti Karya 

Indonesia selaku 
pihak yang 

menyewakan 
dengan penyewa 
atas Hasaka Villa 

Canggu yang 
masih belum 

dibangun adalah 
sah menurut 

hukum? 

3. Bagaimana 
perlindungan 
hukum terhadap 
penyewa jika 
perjanjian sewa 
yang dibuat atas 
Hasaka Villa 

Canggu tidak 
sesuai dengan 
aturan hukum? 

  

Kesimpulan Fiqih mu’amalah 

menilai bahwa 
pengalihan yang 

dilakukan 
dihukumi batal 
(fasakh), sebab 
pengalihan yang 

dilakukan tidak 
sesuai dangan 

ketentuan syara’ 
yang telah 
ditetapkan. 
Sementara 

KUHPerdata 
menilai bahwa 

pengalihan 
tersebut 

merupakan 
kegiatan 

yang tidak 

diperbolehkan 
sebagaimana 

dalam Pasal 1559. 
Kemudian KHES 

menilai bahwa 
pengalihan sewa 
yang dilakukan 
adalah sesuatu 

yang dilarang 

Hasaka Villa 

Canggu berhak 
mengadakan 

perjanjian sewa 
bangunan vila 

yang terletak di 
atas tanah milik 

pribadi yang 
berada di bawah 
penguasaan Ni 

Luh Kordi kepada 
pihak ketiga 
apabila telah 

mendapat 
persetujuan 

tertulis terlebih 
dahulu dari Ni 

Luh Kordi. 

Perjanjian sewa 
yang dibuat antara 

PT. Marelti 
Karya Indonesia 

sebagai pihak 
yang menyewakan 

Hasaka Villa 
Canggu yang 

belum dibangun 

adalah sah 
menurut undang- 

Penelitian 1 dan 

Penelitian 2 
memilik hasil 

penelitian yang 
berbeda 

Sama-sama 

menganalisis 
tentang pengalihan 

hak sewa tanah 
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 sebagaimana 
termaktub dalam 

Pasal 310. 
Sehingga dapat 

dipahami 
pengalihan hak 

sewa yang 
dilakukan adalah 

hal yang tidak 
diperbolehkan. 

undang karena 
telah memenuhi 
syarat sahnya 

perjanjian 

sebagaimana 
diatur dalam Pasal 

1320 KUH 
Perdata. Hal ini 

dapat terjadi 
apabila telah 

diperoleh 
persetujuan 

tertulis terlebih 
dahulu dari Ni 
Luh Kordi yang 
berisi bahwa Ni 
Luh Kordi setuju 

untuk memberikan 
persetujuan 

kepada Hasana 
Villa Cangu untuk 
dapat membangun 
bangunan berupa 

vila dan di 
kemudian hari 
menyewakan 
bangunan vila 

tersebut kepada 
pihak ketiga 
dalam jangka 
waktu tertentu 

yang tidak lebih 
lama dari jangka 
waktu sewa tanah 
dari Hasana Villa 

Cangu kepada 
Ni Luh Kordi. 

Perlindungan 
hukum dapat 

diberikan kepada 
pihak-pihak yang 
dirugikan akibat 

wanprestasi 
perjanjian sewa 

tanah dan 
bangunan. Pihak 

yang dirugikan 
karena 

wanprestasi dapat 
meminta uang 

sebesar nominal 
kerugian yang 
ditimbulkan 

karena 

wanprestasi. 
Perlindungan 

hukum selanjutnya 
dapat dilakukan 
apabila ternyata 

Hasana Villa 
Cangu belum 

mendapat 

persetujuan 
tertulis dari 
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  pemilik tanah 
untuk dapat 

menyewakan 
kembali Hasana 

Villa Cangu, maka 
perbuatan yang 

dilakukan oleh 
Hasana Villa 

Cangu tergolong 
perbuatan 

melawan hukum. 

  

 

Tabel 1.2. Perbandingan Penelitian 

 
 Penelitian 1 Penelitian 2 Perbandingan Catatan 

Nama Peneliti 

dan Lembaga 

I Made Adi 
Saputra, A.A 

Sagung Laksmi 
Dewi, Luh 

Putu Suryani 

Universitas 
Warmadewa 

Harum Ariyanti 

Universitas Islam 
Malang 

  

Judul Perlindungan 

Hukum Penyewa 
Terhadap Objek 
Hak Tanggungan 

yang Dibebani 
Hak Sewa 

Perlindungan 

Hukum Bagi 
Pihak Penyewa 
Atas Perjanjian 
Sewa Menyewa 
Atas Bangunan 
di Atas Tanah 

Hak Milik 

Pihak Ketiga 
(Studi Perjanjian 
Sewa Menyewa 

Atas Hasaka 
Villa Canggu) 

Judul dari 

penelitian 1 dan 
penelitian 2 

berbeda 

 

Rumusan 

Masalah 

1. Bagaimana 
implikasi hukum 
objek sewa hak 

tanggungan 

yang dibebani 
hak sewa? 

2. Bagaimana 
perlindungan 

hukum penyewa 
terhadap objek 
hak tanggungan 
yang dibebani 

hak sewa? 

1. Apakah PT. 
Marelti Karya 

Indonesia 
diperbolehkan 
secara hukum 

untuk membuat 
suatu perjanjian 
sewa menyewa 

tanah dan 

bangunan atas 
Hasaka Villa 
Canggu yang 
terletak diatas 

tanah hak milik 
dari pihak Ni 
Luh Kordi? 

2. Apakah 

perjanjian sewa 
menyewa yang 
dibuat antara PT. 

Marelti Karya 

Indonesia selaku 
pihak yang 

menyewakan 
dengan penyewa 

Penelitian 1 lebih 
membahas 
mengenai 

perlindungan 

hukum penyewa 
terhadap objek 

sewa hak 
tanggungan yang 

dibebani hak sewa 
sedangkan 

penelitian 2 lebih 
membagas 

terhadap 
perlindungan 

hukum terhadap 
penyewa yang 

menyewa tanah 
dan bangunan di 
atas tanah hak 

milik dari 

pihak ketiga 
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  atas Hasaka Villa 
Canggu yang 
masih belum 

dibangun adalah 
sah menurut 

hukum? 

3.Bagaimana 
perlindungan 

hukum terhadap 
penyewa jika 

perjanjian sewa 
yang dibuat atas 

Hasaka Villa 
Canggu tidak 

sesuai dengan 
aturan hukum? 

  

Kesimpulan Perlindungan 
hukum bagi 

penyewa terkait 

objek hipotek 
yang disewakan 
dapat dilihat dari 
pengaturan Pasal 
1576 BW yang 

mengatur bahwa 
penyewa dapat 

mempertahankan 

haknya dengan 
alasan penjual 

yang tidak 
diperkenankan 
membatalkan 
sewa, tetapi 
hanya akan 

mempertahankan 
haknya dan 

penyewa dengan 
ganti rugi atas 
berakhirnya 

hubungan sewa. 
Perlindungan 

hukum menuntut 

penyewa dalam 
hubungannya 
dengan sewa 

muncul karena 
penyewa 

melalaikan 
pelaksanaannya 

sebagaimana 

dimaksud dalam 
Pasal 1550 BW. 

Tata cara 
pelaksanaan suatu 

objek hak 
tanggungan yang 
mengandung hak 

tanggungan 
dimulai dengan 

pengajuan 
permohonan dan 
diakhiri dengan 

pelaksanaan. 

Hasaka Villa 
Canggu berhak 

mengadakan 

perjanjian sewa 
bangunan vila 

yang terletak di 
atas tanah milik 

pribadi yang 
berada di bawah 
penguasaan Ni 

Luh Kordi kepada 

pihak ketiga 
apabila telah 

mendapat 
persetujuan 

tertulis terlebih 
dahulu dari Ni 

Luh Kordi. 

Perjanjian sewa 
yang dibuat antara 

PT. Marelti 
Karya Indonesia 

sebagai pihak 
yang menyewakan 

Hasaka Villa 
Canggu yang 

belum dibangun 
adalah sah 

menurut undang- 
undang karena 

telah memenuhi 
syarat sahnya 

perjanjian 

sebagaimana 
diatur dalam Pasal 

1320 KUH 
Perdata. Hal ini 

dapat terjadi 
apabila telah 

diperoleh 
persetujuan 

tertulis terlebih 
dahulu dari Ni 

Luh Kordi yang 
berisi bahwa Ni 
Luh Kordi setuju 

untuk memberikan 

Penelitian 1 dan 
Penelitian 2 

memilik hasil 

penelitian yang 
berbeda 

Sama-sama 
menganalisis 

tentang 

perlindungan 
hukum terhadap 
penyewa tanah 

dan/atau bangunan 
yang berada di 

atas hak milik atas 
tanah yang 

penguasaannya 

berada dalam 
penguasaan dari 

pihak ketiga 
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 Permohonan 
eksekusi 

dilakukan dengan 
mengajukan 
permohonan 

secara langsung 

kepada Ketua 
Pengadilan 

Negeri dengan 
melampirkan 

fotokopi putusan 
pengadilan 
(putusan 

Pengadilan 

Negeri dan/atau 
putusan 

Mahkamah 
Agung) yang 

telah mempunyai 
kekuatan hukum 
tetap. Pihak yang 
berhak meminta 
eksekusi adalah 

pihak yang 
dinyatakan lebih 

tinggi dalam 
isi putusan 

pengadilan, baik 
sendiri maupun 

melalui 
pengacaranya, 

dengan disertai 
surat kuasa 

khusus. 

persetujuan 
kepada Hasana 

Villa Cangu untuk 
dapat membangun 
bangunan berupa 

vila dan di 

kemudian hari 
menyewakan 
bangunan vila 

tersebut kepada 
pihak ketiga 
dalam jangka 
waktu tertentu 

yang tidak lebih 

lama dari jangka 
waktu sewa tanah 
dari Hasana Villa 

Cangu kepada 

Ni Luh Kordi. 

Perlindungan 
hukum dapat 

diberikan kepada 
pihak-pihak yang 
dirugikan akibat 

wanprestasi 

perjanjian sewa 
tanah dan 

bangunan. Pihak 
yang dirugikan 

karena 
wanprestasi dapat 

meminta uang 
sebesar nominal 

kerugian yang 
ditimbulkan 

karena 
wanprestasi. 
Perlindungan 

hukum selanjutnya 
dapat dilakukan 
apabila ternyata 

Hasana Villa 

Cangu belum 
mendapat 

persetujuan 
tertulis dari 

pemilik tanah 
untuk dapat 

menyewakan 
kembali Hasana 

Villa Cangu, maka 
perbuatan yang 
dilakukan oleh 
Hasana Villa 

Cangu tergolong 
perbuatan 

melawan hukum. 

  

 

Sumber : Bahan Hukum Sekunder, diolah oleh Penulis pada 21 Mei 2023. 
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G. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

 
1. Teori Kemanfaatan 

 
Teori yang dipergunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah teori 

kemanfaatan, berdasarkan teori ini hukum di sаmping untuk memenuhi rаsа 

keаdilаn dаn kepаstiаn hukum, kemаnfааtаn jugа merupаkаn sаlаh sаtu dаri 

tujuаn hukum yаng hendаk dicаpаi. Menurut teori utilitаriаn, hukum 

menyаndаrkаn pаdа nilаi etis, yаng berhubungаn dengаn kebаikаn dаn 

keburukаn, dаn аtаs dаsаr nilаi-nilаi etis tersebut, mаkа hukum hаrus 

mendаsаrkаn prinsip-prinsip kegunааn/kemаnfааtаn. Teori kemаnfааtаn ini 

kemudiаn menjаdi mаdzhаb utilities, dаn bаnyаk diаnut di beberаpа negаrа. 

Menurut Jeremy Benthаm Sebаgаi pemukа teori kemаnfааtаn dаlаm kаryа 

monumentаlnyа yаng berjudul “ Introduction to the Principles of Morаls аd 

Legislаtion”, mаnyаtаkаn, bаhwа hukum itu diibаrаtkаn sebuаh bendа yаng 

memiliki nilаi ekonomis, hukum hаrus memberikаn kemаnfааtаn secаrа 

ekonomis kepаdа pihak mаsyаrаkаt dengаn mаksud untuk memberikаn 

kesenаngаn, kebаikаn, аtаu kebаhаgiааn, аtаu untuk mencegаh terjаdinyа 

kerusаkаn, penderitааn, аtаu kejаhаtаn, sertа ketidаkbаhаgiааn pаdа pihаk- 

pihak yаng kepentingаnnyа dipertimbаngkаn.1 Utilitаriаnisme merupаkаn 

аlirаn ilmu hukum yаng lаhir dаri etikа filsаfаt yаng mulаi berkembаng pаdа 

аbаd ke 19 (sembilan belas) sebаgаi kritik аtаs dominаsi teori hukum аlаm. 

 

 

 
 

 

 

1 Аhmаd Аli, Teori Hukum dаn Teori Perаdilаn Termаsuk Interpretаsi Undаng-undаng, 

Penerbit Perseroan Terbatas PT. Kencаnа Prenаdа Mediа Grup Press, Jаkаrtа, 2005, hlm. 273. 



13 
 

Sebаgаi teori etis, secаrа sistemаtis teori utilitаriаnisme di kembаngkаn 

Jeremy Benthаm dаn muridnyа, John Stuаrt Mill. Dаlаm pemikirаn filsаfаtnyа, 

Jeremy Benthаm berаnggаpаn bаhwа secara alamiah manusia sebagai 

penguasa di bumi, yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur alam 

guna mewujudkan kebahagiaannya2. Di duniа hаnyа аdа pilihаn bаgi mаnusiа 

kаlаu ingin senаng аtаu bаhаgiа, untuk mewujudkаn kesenangаn аtаu 

kebаhаgiааn di sаtu sisi аtаu deritа (kesengsаrааn), sаlаh sаtu cаrа untuk dаpаt 

mencаpаi tujuаn hidup tersebut dengаn cаrа yаng dаpаt dilаkukаn аdаlаh 

dengаn membentuk hukum. Selаnjutnyа dikаtаkаn Jeremy Benthаm, bаhwа 

аgаr supаyа mаnusiа terbebаs dаri penderitааn, mаkа mаnusiа hаrus membuаt 

keputusаn, bаhwа mаnusiа hаrus mewujudkаn sebuah rasa kesenаngаn.3 

Аjаrаn dari Benthаm yаng terkenаl аdаlаh hukum hаrus mewujudkаn 

kebаhаgiааn terbesаr bаgi sebаgiаn besаr mаsyаrаkаt (the greаtest hаppiness 

of the greаtest number).4 Jаdi, hukum yаng bаik аdаlаh hukum yаng dаpаt 

memberikаn kemаnfааtаn аtаu memberikаn kebаhаgiааn kepаdа sebаgаiаn 

besаr mаsyаrаkаt. Untuk itu, mаkа hukum benаr-benаr mengаbdi pаdа 

kebаhаgiааn mаsyаrаkаt pаdа umumnyа. Kebаhаgiааn menjаdi lаndаsаn morаl 

utаmа kаum utilitаriаnisme, teori utilitаriаn dengаn tujuаn untuk memberikаn 

kebаhаgiааn sebesаr-besаrnyа kepаdа sebаgiаn besаr mаsyаrаkаt, ini 

direkonstruksi oleh John Stuаrt Mill, dengаn mengtаkа bаhwа tujuаn hukum 

bukаn hаnyа untuk mencаpаi kebаhаgiааn bаgi orаng-orаng tertentu sаjа, yаitu 

pelаku hukum, melаinkаn kebаhаgiааn semuа orаng. Dengаn prinsip seperti 

 
 

2 Ibid, hlm. 273. 
3 Ibid, hlm. 274 
4 Ibid, hlm. 274. 
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itu, seolаh-olаh utilitаriаnisme menjаdi teori etikа konsekuensiаlisme, sebаb 

yаng diperjuаngkаn dalam dibuatnya aturan hukum аdаlаh kesenаngаn bаgi 

semuа orаng, dаn bukаn kebаhаgiааn dari seorang manusia secаrа individu. 

Mengingаt teori utilitаriаn mengаjаrkаn bаhwа tujuаn hukum аdаlаh 

untuk merаih kebаhаgiааn (kenikmаtаn) terbesаr bаgi sebаgiаn besаr orаng 

(mаsyаrаkаt), mаkа dari hal tersebut utilitаriаnisme disebut jugа dengаn istilаh 

teori kebаhаgiааn terbesаr dаn welfаrisme. Sehubungаn dаlаm teori ini 

mengаnggаp bаhwа kenikmаtаn merupаkаn sаtu-sаtunyа kebаikаn intrinsik 

dаn penderitааn аdаlаh sаtu-sаtunyа kejаhаtаn intrinsic, mаkа sesuаtu yаng 

pаling utаmа bаgi mаnusiа menurut Benthаm аdаlаh bаhwа kitа hаrus 

bertindаk sedemikiаn rupа, sehinggа menghаsilkаn аkibаt-аkibаt bаik 

sebаnyаk mungkin dаn sedаpаt-dаpаtnyа mengelаkаn аkibаt-аkibаt buruk.5 

Oleh kаrenа itu, kebаhаgiааnlаh yаng bаik dаn penderitааnlаh yаng terburuk, 

kebаhаgiааn аkаn tercаpаi jikа mаnusiа hidup senаng dаn bebаs dаri deritа. 

Suаtu kebijаkаn termаsuk ketentuan hukum dаpаt dinilаi bаik аpаbilа dаpаt 

meningkаtkаn kebаhаgiааn sebаnyаk mungkin orаng. Sebаliknyа sebuаh 

kebijаkаn termаsuk hukum dikаtаkаn buruk, jikа memberikаn deritа аtаu 

nestаpа bаgi sebаgiаn besаr orаng. Persoаlаnnyа dihаdаpkаn pаdа ukurаn 

kebаhаgiааn аtаu kesenаngаn yаng tidаk selаlu sаmа аtаu relаtif, nаmun 

setidаk-tidаknyа hukum hаrus memberikаn kebаhаgiааn kepаdа sebаgiаn besаr 

dari mаsyаrаkаt. Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum 

(baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya 

akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan 

 

5 Ibid, hlm. 67. 
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hukum baru bisa di nilai dengan baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari 

penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan 

berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya 

menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya berfokus 

untuk memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli 

menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar yang terdapat 

dalam bidang ekonomi khususnya bagi pemikiran terkait ketentuan hukum. 

Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. 

Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian 

terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan 

berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. 

Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan pengaturan 

penciptaan kesejahteraan Negara.6 Penganut Utilitarianisme selanjutnya adalah 

John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat 

bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak 

mungkin kebahagian. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia 

untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri 

maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat 

keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan 

umat manusia.7 Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah 

ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah 

 

 
 

6 Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, cetakan pertama, Penerbit 

Perseroan Terbatas PT. Remaja Rosdakarya Press and Publisher, Bandung, 1993, hlm. 79-80. 
7 H.R Otje Salman, S, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), cetakan 

pertama, Penerbit Perseroan Terbatas Refika Aditama Publisher, Bandung, 2010, hlm. 44-45. 
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salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari 

kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan 

hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul 

kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada suatu kegunaan, 

melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan 

perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk 

menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun 

oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan 

memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar 

kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain 

yang kita samakan dengan diri sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup 

semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan manusia.8 

2. Teori Perlindungan Hukum 

 
Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau 

aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum 

itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum 

dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa 

hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari 

kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan 

hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu 

ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat 

yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk 

 
 

8 Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan ke-1 (pertama), 

Penerbit Perseroan Terbatas PT. Citra Aditya Bakti Press and Publisher, 2006, hlm. 277-278. 
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mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara 

perseoranan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingak 

masyarakat. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut 

sebagai HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada 

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.9 

Menurut Lili Rasjidi dan I. B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat 

difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar 

adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.10 

Menurut pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum 

dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi 

dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.11 Menurut pendapat Philipus M. 

Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai tindakan 

pemerintah yang baik tindakan yang bersifat preventif ataupun represif.12 

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam 

pengambilan keputusan berdasarkan diskresi13, dan perlindungan yang represif 

merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan 

hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah 

 

 
9 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53. 
10 Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118. 
11 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Sistem Hukum, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 55. 
12 Iwan Permadi, Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik 

Perum Perhutani, Jurnal Arena Hukum, Volume. 9, Nomor. 2, Agustus 2016, hlm. 250. 
13 Fitria Dewi Navisa, M. L. Rahmawati, Muhammad Rizaldi Hendriawan, Sofiatul Istiqomah, Indah 

Iftiati, Risky Akbar, A. A. Kameswara, T. A. Andi Prsetyo, Hikmatul Azizah, Penyuluhan Hukum 

Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika, 

Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 255. 
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dilakukan suatu pelanggaran.14 Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan 

perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban 

dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, 

kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam 

praktek ketiga nilai dasar bersitegang, namun harus diusahakan untuk ketiga 

nilai dasar tersebut bersamaan. Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat 

dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya 

dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula 

untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana dan prasarana untuk 

mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.15 Tujuan perlindungan, 

keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu 

pendukung hak dan kewajiban, secara sama rata tanpa terkecuali. 

H. Sistematika Penulisan 

 
Sesuai dengan buku panduan penyusunan tesis Program Studi Magister 

Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang, penulisan Tesis 

ini secara keseluruhan tersusun dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 
Terdiri dari Latar Belakang yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari 

topik yang akan dibahas dalam penulisan tesis, selain itu ditentukan Rumusan 

 

 

 

 

14 Iwan Permadi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan 

Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum, Yustisia, Vol. 5 No. 2, 2016, hlm. 456. 
15 Fitria Dewi Navisa, Rohmatun Nafisah, Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah 

Yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman, Yurispruden: Jurnal 

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 3 Nomor 2, Edisi Juni 2023, hlm. 143. 
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Permasalahan, batasan permasalahan kemudian, Batasan penelitian, 

Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

 
Terdiri dari bahan-bahan pustaka yang dipergunakan oleh Penulis 

sebagai dasar dalam melakukan analisis atas permasalahan hukum 

dalam penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 
Terdiri dari ; jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan 

hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian, 

teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh Penulis dalam 

penelitian hukum yang dilakukan. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Bab ini berisikan analisis yang dilakukan oleh Penulis terhadap 

permasalahan terkait dengan boleh atau tidaknya PT. Marelti Karya 

Indonesia membuat perjanjian sewa menyewa atas Hasaka Villa 

Canggu yang terletak diatas tanah hak milik Ni Luh Kordi, sah atau 

tidaknya perjanjian sewa menyewa yang dibuat antara PT. Marelti 

Karya Indonesia selaku pihak menyewakan dengan penyewa atas 

Hasaka Villa Canggu dan perlindungan hukum yang tepat untuk 

diberikan kepada penyewa apabila perjanjian sewa yang dibuat atas 

Hasaka Villa Canggu tidak sesuai dengan aturan hukum yang 
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berlaku di Indonesia. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran berdasarkan 

pembahasan dari permasalahan hukum yang ada dan alternatif 

pemecahan atas masalah. 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 
1. Pihak Hasaka Villa Canggu berhak untuk membuat perjanjian sewa 

menyewa atas bangunan villa yang terletak diatas tanah hak milik yang 

berada dalam penguasaan dari pihak Ni Luh Kordi kepada pihak ketiga 

apabila terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari 

pihak Ni Luh Kordi yang berisikan bahwa pihak Ni Luh Kordi setuju untuk 

memberikan persetujuan kepada Pihak Hasana Villa Cangu untuk dapat 

membangun bangunan berupa villa dan dikemudian hari menyewakan 

bangunan villa tersebut kepada pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu 

yang tidak lebih lama dibandingkan jangka waktu sewa tanah tersebut. 

2. Perjanjian sewa menyewa yang dibuat antara PT. Marelti Karya Indonesia 

selaku pihak yang menyewakan dengan penyewa atas Hasaka Villa 

Canggu yang masih belum dibangun adalah sah menurut hukum karena 

telah memenuhi ketentuan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata. Hal ini dapat terjadi apabila terlebih dahulu telah memperoleh 

persetujuan secara tertulis dari pihak Ni Luh Kordi yang berisikan bahwa 

pihak Ni Luh Kordi setuju untuk memberikan persetujuan kepada Pihak 

Hasana Villa Cangu untuk dapat membangun bangunan berupa villa 

dengan sertifikat hak milik atas nama Ni Luh Kordi dan dikemudian hari 

menyewakan bangunan villa tersebut kepada pihak ketiga dalam jangka 

waktu tertentu yang tidak lebih lama dibandingkan jangka waktu sewa 

tanah pihak Hasana Villa Cangu terhadap pihak Ni Luh Kordi tersebut. 



3. Perlindungan hukum dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat 

adanya wanprestasi terhadap perjanjian sewa menyewa atas tanah dan 

bangunan. Pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat meminta uang 

sejumlah nominal kerugian yang diakibatkan oleh adanya wanpretasi. 

Perlindungan hukum berikutnya dapat dilakukan apabila ternyata pihak 

Hasana Villa Cangu belum mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik 

tanah untuk dapat menyewakan kembali Hasana Villa Cangu tersebut 

maka perbuatan yang dilakukan oleh pihak Hasana Villa Cangu tersebut 

tergolong sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu perjanjian 

yang dibuat antara pihak Hasana Villa Cangu dengan pihak penyewa tidak 

memenuhi syarat sah objektif dari perjanjian yaitu berupa kausa halal. 

Oleh karenanya perjanjian tersebut memiliki akibat hukum yaitu berupa 

dapat dibatalkan oleh karenanya pihak yang dirugikan dapat meminta ganti 

kerugian kepada lawan pihaknya sesuai nominal kerugian atas perjanjian 

yang batal demi hukum sebagaimana telah dijelaskan oleh Penulis di atas. 

B. Saran 

 
1. Notaris diharapkan membuat perjanjian sewa menyewa atas tanah dan 

bangunan khususnya terkait dengan boleh atau tidaknya perjanjian sewa 

dibuat oleh pihak penyewa yang bukan pemilik atas tanah tempat dimana 

bangunan tersebut didirikan, serta perjanjian sewa menyewa dibuat atas 

bangunan yang masih belum dibangun. Yaitu dengan memperhatikan ada 

atau tidaknya persetujuan tertulis pihak pemilik tanah untuk kemudian 

Pihak Penyewa untuk dapat membangun bangunan berupa villa dan 

dikemudian hari menyewakan bangunan villa tersebut kepada pihak ketiga 



dalam jangka waktu tertentu yang tidak lebih lama dibandingkan jangka waktu 

sewa tanah kepada pihak pemilik hak atas tanah tersebut. 

2. Pengembang haruslah dalam membuat perjanjian sewa dengan pihak ketiga 

haruslah memiliki persetujuan tertulis pihak pemilik tanah untuk kemudian 

Pihak Penyewa untuk dapat membangun bangunan berupa villa dan 

dikemudian hari menyewakan bangunan villa tersebut kepada pihak ketiga 

dalam jangka waktu tertentu yang tidak lebih lama dibandingkan jangka waktu 

sewa tanah kepada pihak pemilik hak atas tanah tersebut. 

3. Penyewa harus memperhatikan adanya persetujuan tertulis pihak pemilik 

tanah untuk kemudian Pihak Penyewa untuk membangun bangunan berupa 

villa dan dikemudian hari menyewakan bangunan villa tersebut kepada pihak 

ketiga dalam jangka waktu tertentu yang tidak lebih lama dibandingkan jangka 

waktu sewa tanah kepada pihak pemilik hak atas tanah tersebut. Penyewa juga 

harus memperhatikan jangka waktu sewa hak milik atas tanah dari pihak 

pengembang Hasaka Villa Cangu dengan pemilik hak atas tanah yaitu Ni Luh 

Kordi sehingga jangka waktu sewa yang dibuat tidak melebihi jangka waktu 

perjanjian sewa asalnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan 

hukum dikemudian hari. 
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